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ABSTRAK

EFEKTIVITAS PROGRAM SISTEM ADMINISTRASI OSS
DALAM RANGKA MENINGKATKAN PELAYANAN
PERIZINAN USAHA DI DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU
KOTA BINJAI

EFRIDA YANTI RANGKUTI
NPM 1503100044

Online single submission adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh
lembaga OSS atas nama Menteri, Pimpinan, Lembaga, Gubernur, atau
Bupati/Walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
Kebijakan ini diambil pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan
perekonomian nasional melalui pertumbuhan dunia usaha yang selama ini
mengeluhkan lambatnya proses pelayanan dalam waktu yang cepat dan rantai
birokrasi yang harus dilewati untuk memulai suatu usaha. OSS ini juga
direncanakan bukan hanya sebagai sarana informasi, tetapi juga untuk pengaduan
dan keluhan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peraturan
program sistem administrasi OSS dalam rangka meningkatkan pelayanan
perizinan usaha di dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu
pintu kota Binjai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program
sistem administrasi OSS (Online Single Submission) dalam meningkatkan
pelayanan perizinan usaha di dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan
terpadu satu pintu Kota Binjai. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan
metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dan informan
penelitian yang terdiri atas 4 orang, maka dalam penelitian akan mewawancarai 4
orang informan penelitian yang terdiri atas 1 orang kepala seksi investasi dan
penanaman modal kemudian 1 orang bidang pengelolaan data dan informasi dan 2
orang pelaksana pelayanan administrasi 0ss.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan program
administrasi OSS yang digunakan dinas penanaman modal dan pelayanan
perizinan terpadu satu pintu kota binjai saat ini sudah berjalan dengan baik namun
terkadang belum efektif. Untuk mengusulkan pendapat atau saran yang masih
kurang, karena di dalam pelaksanaan OSS saat ini masih ada kendala beberapa
pemilik usaha yang masih belum mengerti atau memahami cara pemakaian
internet sehingga dinas penanaman modal harus memberikan arahan sejelas-
jelasnya kepada para pemilik usaha agar pemilik usaha kedepannya sudah
memahami cara masuk ke akun OSS nya tersebut jika akan diminta verifikasi
kembali.

Kata kunci : Efektivitas, Program Sistem Administrasi, dan Pelayanan
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single
Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang
diterbitkan oleh lembaga atas nama Menteri, Pimpinan, Gubernur, atau
Bupati/Walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
Sistem ini telah memiliki hukum berupa Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Pelayanan
perizinan ini telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dan diundangkan
pada tanggal 21 juni 2018. Ada 107 pasal dan 145 lembar lampiran dalam
peraturan yang ditujukan untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal
dan perizinan usaha di indonesia ini salah satunya Pasal 19 ayat(3) Peraturan
Pemerintah (PP) No0.24/2018 diatur bahwa lembaga OSS berwenang untuk
bekerja sama dengan pihak lain dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan
pengembangan sistem OSS. Online Single Submission (OSS) bertujuan dalam
rangka mempermudah proses perizinan berusaha. OSS adalah sistem perizinan
berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian/lembaga
negara hingga pemerintah daerah (pemda) di Indonesia. Kebijakan ini diambil
pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian nasional melalui

pertumbuhan dunia usaha yang selama ini mengeluhkan lambatnya proses



pelayanan dalam waktu yang cepat dan rantai birokrasi yang harus dilewati untuk

memulai suatu usaha.

Dengan adanya OSS, pelaku usaha tidak lagi harus mendatangi berbagai
lembaga atau organisasi perangkat daerah (OPD) di pemda untuk mengurus izin
berlapis-lapis yang sebelumnya harus diperoleh satu per satu secara bertahap. OSS
memungkinkan pelaku usaha untuk segera memulai proses produksinya secara
berbarengan bersamaan sembari melengkapi dokumen-dokumen pelaksanaan
lainnya seperti izin lokasi, izin mendirikan bangunan, izin lingkungan, juga
kewajiban lain semacam Standar Nasional Indonesia (SNI). OSS dirancang untuk
terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian
Hukum dan HAM, serta Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
Bahkan, OSS ini juga direncanakan bukan hanya sebagai sarana informasi, tetapi
juga untuk pengaduan dan keluhan. Sesungguhnya OSS bukanlah barang yang
benar-benar baru. Sebelumnya istilah OSS lebih dikenal untuk singkatan One Stop
Service (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang diwacanakan pemerintah sejak awal

tahun 2000-an.

Berbagai kajian dan seminar sudah diselenggarakan oleh Badan
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Presiden Jokowi mengeluarkan Instruksi
Presiden Nomor 3 Tahun 2006 yang menginstruksikan kepada dua puluh empat
Menteri, Kepala Lembaga Non Departemen dan Bupati/Walikota untuk
mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna meningkatkan iklim investasi

yang lebih kondusif.



Perjalanan One Stop Service pun kemudian adanya kendala dan penuh
tantangan. Mulai dari peraturan menteri yang tidak sinkron dengan peraturan
presiden hingga lambatnya pemda untuk melaksanakannya yang tidak diiringi

sanksi tegas oleh pemerintah.

Sistem OSS ini dinilai revolusioner karena kedepannya diharapkan
menjadi gerbang utama dari sistem pelayan pemerintah. OSS juga berperan
sebagai gerbang (gateway) dari sistem pelayanan yang telah ada di
kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Wajib diketahui oleh para pelaku
usaha bahwa dalam pelayanan perizinan ini terdapat 20 sektor yang masuk ke
dalam pendaftaran perizinan usaha yaitu ketenagalistrikan, pertanian, pariwisata,
pendidikan, dan kebudayaan hingga perkoperasian dan usaha mikro, Kkecil,
menengah serta ketenaganukliran.

Adapun bidang yang tidak bisa diproses adalah perusahaan di sektor
keuangan dan pertambangan. Hal ini terjadi karena prosedur perizinan masih
dibawah wewenang. Pemerintah saat ini sedang berupaya menarik lebih banyak
minat investor untuk menanam modal di Indonesia. Berbagai cara dari mulai
percepatan pembangunan infrastruktur hingga fasilitas perizinan dibenahi agar
semakin banyak pelaku bisnis yang menanamkan modal di Indonesia. Saat ini
bidang investasi yang banyak menjadi sorotan adalah pertambangan dan sumber
daya alam seperti mineral,gas alam,batu bara,dan minyak bumi. Pemerintah
sendiri tidak main-main membangunan sistem ini.

Sebab dalam aturannya, instansi pemerintah terkait yang tidak

memberikan komitmen izin sesuai standar sistem OSS dapat dijatuhi sanksi.



Sanksi yang diberikan beragam mulai dari teguran tertulis hingga sanksi lain yang
sesuai dengan UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Untuk perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) langkah pertama untuk bisa
mengajukan izin usaha melalui OSS adalah membuat akta pendirian PT sekaligus
mendapatkan surat keputusan pengesaham. Nomor akta dan nomor surat
keputusan pengesahan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Administrasi
Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia nantinya
akan dimasukkan ke dalam sistem OSS. Proses mengisi homor akta dan surat
keputusan hanya dilakukan bila data Perseroan Terbatas (PT) dari Administrasi
Hukum Umum (AHU) belum terkoneksi. Hal ini mungkin terjadi mengingat saat
ini proses migrasi data dari Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) ke OSS
masih berlangsung.

Apabila proses migrasi sudah sempurna selesai, maka memasukkan secara
manual tidak perlu dilakukan lagi. Seluruh perizinan yang telah diterbitkan oleh
OSS hanya akan diaktivitasi dan berlaku efektif setelah komitmen izin telah
dipenuhi dan melakukan pembayaran biaya perizinan retribusi atau lainnya sesuai
peraturan yang berlaku.

Konsep yang dikembangkan di dalam OSS ini yaitu integrasi pelayanan
perizinan antara pemerintah pusat dan daerah secara online. Tujuan utamanya
tentu untuk mempermudah pelayanan perizinan sehingga mempercepat dan
meningkatkan penanaman modal dan berusaha. Hadirnya OSS menjawab
permasalahan perizinan selama ini tentang lambatnya pelayanan perizinan

diberbagai daerah di Indonesia. Sebenarnya pemerintah telah memiliki kebijakan



Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang wajib diselenggarakan baik oleh pemerintah
pusat maupun daerah untuk mempercepat perizinan.Konsep yang dikembangkan
di dalam OSS ini yaitu integrasi pelayanan perizinan antara pemerintah pusat dan
daerah secara online.

Menteri dan Kepala Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota bahkan telah
melimpahkan kewenangan perizinannya kepada PTSP (re : Kepala BKPM dan

Kepala DPMPTSP). Pelayanan secara onlinepun telah diterapkan menggunakan

PIPISE BKPM yang dapat diakses melalui https://online-spipise.bkpm.go.id.

Namun pelayanan yang masih belum sinkron antara pemerintah pusat dan
daerah masih mempersulit investor untuk mengurus perizinan. Ketika PTSP pusat
telah memberikan pelayanan optimal, nyatanya investor masih harus datang ke
daerah meminta izin yang menjadi kewenangan daerah dan belum semua daerah
memiliki kualitas PTSP yang diharapkan. Inilah yang membuat pemerintah pusat
melalui Kemenko Bidang Perekonomian bergerak cepat dengan meluncurkan
OSS. Tujuan program adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan
pelayanan dasar perizinan usaha di kawasan Kota Binjai untuk mendukung
terwujudnya izin usaha yang produktif dan berkelanjutan. Program ini
dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Usaha yang
secara fungsional program tersebut diawasi oleh Peraturan Pemerintah karena
kewenangan untuk setiap pelaksanaan program pada satu perangkat daerah harus
mendapat perizinan dari Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui

seberapa efektif pelayanan dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
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Perizinan terhadap program sistem administrasi OSS di Kota Binjai. Untuk itu
penulis melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi berjudul
“Efektivitas Program Sistem Administrasi OSS Dalam Rangka
Meningkatkan Pelayanan Perizinan Usaha Di Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Perizinan Kota Binjai”
1.2 Rumusan Masalah
Rumusan masalah adalah hal yang sangat penting untuk dibahas karena
masalah di sini merupakan tantangan yang akan dicari jalan keluar ataupun
diatasi dengan berbagai alternatif sehingga dapat menjadi tujuan yang
diinginkan.

Berdasarkan Latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya
maka rumusan masalah pada penelitian ini yakni “bagaimana efektivitas program
sistem administrasi OSS dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan usaha
di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota
Binjai?”

1.3 Tujuan Penelitian
1.1Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan salah satu hal yang akan dicapai dalam suatu
kegiatan dan setiap penelitian haruslah memiliki arah tujuan yang jelas. Tanpa
adanya arah tujuan yang jelas, maka penelitian tidak akan berjalan dan mendapat
hasil sebagaimana yang diharapkan.

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian

ini adalah untuk mengetahui efektivitas program sistem administrasi OSS (Online



Single Submission) dalam meningkatkan pelayanan perizinan usaha di Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.
1.4 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai
berikut :
a. Secara Teoritis
a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Daerah dalam Pelayanan
Perizinan Usaha di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Usaha
di Kota Binjai
b. Menambah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan penelitian dibidang
Pelayanan Perizinan
c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan
serta  pemikiran yang bermanfaat terhadap perkembangan ilmu hukum pada
umumnya dan hukum tata negara pada khususnya.
b. Secara Praktis
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan
masukan serta solusi yang objektif dalam penerapan asas kemudahan,
kecepatan, dan keterjangkauan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Perizinan Kota Binjai
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan
yang diteliti
c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan

pemikiran bagi para pemerhati Hukum dan Tata Negara serta dapat



meningkatkan wawasan dalam pengembangan pengetahuan dibidang

pelayanan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dilakukan secara sistematis, logis, dan konsisten.

Agar dapat mengkaji penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat

sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara satu bab dengan bab yang

lainnya, yaitu sebagai berikut :

BAB |

BAB Il

BAB 111

BAB IV

: PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah,
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan
sistematika penulisan

: URAIAN TEORITIS

Dalam Bab ini, membahas tentang uraian teoritis yang berisikan
Efektivitas,pengertian  program, pengertian sistem, pengertian
administrasi, pengertian pelayanan, pengertian perizinan usaha dan
fungsi administrasi OSS khususnya dalam meningkatkan tujuan
pelaksanaan pelayanan sistem administrasi OSS

: METODE PENELITIAN

Menguraikan tentang jenis penelitian, definisi konsep, kerangka
konsep, narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data,
lokasi dan waktu penelitian.

: PEMBAHASAN

Berisikan tentang penyajian data dan analisis data hasil penelitian



BABY  :PENUTUP

Menguraikan tentang simpulan dan saran



BAB Il

URAIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya sarana dan prasarana dalam
jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan
sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya (Otenk:2008:11)

Efektivitas juga berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan
atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasi yang diperoleh,tingkat
daya fungsi unsur atau komponen,serta masalah tingkat kepuasan
pengguna/client(Muhidin:2009:10)

Dari defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu
pemanfaatan sumber daya sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu dalam
mencapai tujuan atau hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang diinginkan
dengan hasil yang memuaskan
Aspek-aspek efektivitas

Adapun aspek-aspek efektivitas yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan.
Mengacu pada pengertian efektivitas di atas,berikut adalah beberapa aspek
tersebut :

Terdapat beberapa aspek efektivitas suatu program, antara lain:

a. Aspek Peraturan Dan Ketentuan

Efektivitas pada suatu aktifitas dapat dianggap tercapai dengan melihat fungsi
atau tidaknya aturan yang telah di buat dalam menjaga kelangsungan proses aktivitas

tersebut. Aturan ini berhubungan dengan aturan baik yang berkaitan dengan peserta.

10
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Apalabila aturan itu berjalan dengan baik maka aturan atau ketetapan tersebut telah
berjalan dengan efektif.

b. Aspek Fungsi Dan Tugas

Suatu perusahaan bisa disebut efektivitas apalila menjalankan tugas dan
fungsi yang baik. Begitu juga dengan model pembelajaran akan tercapai efektif
apabila fungsi dsn tugasnya berjalan dengan baik dan proses pembelajaran para
peserta berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang memuaskan.

c. Aspek Program Atau Rencana

Arti dari aspek ini adalah rencana pembelajaran pada siswa yang terprogram
dengan baik. Apabila semua rencana dapat dijalankan dengan baik maka akan bisa
disebut sudah mencapai efektivitas.

d. Aspek kondisi ideal atau tujuan

Pada aspek ini suatu program atau aktivitas dapat disebut mencapai
efektivitas dilihat dari hasil,apabila keadaan ideal atau tujuan program diraih
dengan baik. Penilaian pada aspek ini bisa dilihat dari keberhasilan peserta didik
dalam proses belajar mengajar.
2.2 Pengertian Program

Program adalah pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan
atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait, untuk mencapai suatu
sasaran yang sama. Biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatan yang
berada dibawah unit administrasi yang sama, atau sasaran-sasaran yang saling
bergantung dan saling melengkapi, yang semuanya harus dilaksanakan secara

bersamaan dan berurutan (Muhaimin,dkk:2009:79)
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Program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan, program
merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan (Rohman:2009:65).
Program adalah rancangan mengenai asas serta usaha (Binanto:2009:45)

Dengan demikian dari defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa program
adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan proses untuk
menghasilkan suatu output yang di inginkan oleh pembuat program.

Tahapan Penyusunan Program :
a.  Analisis
b.  Waktu
c.  Siapayang melaksanakan dan apa saja tugasnya
d.  Program yang dibuat harus lebih baik dari realisasi kerja periode
sebelumnya
2.3 Pengertian Sistem

Sistem adalah sekelompok bagiaan-bagian(alat), yang bekerja bersama-
sama untuk melakukan suatu tujuan. (Amirin:2010:70)

Sistem merupakan seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan
sehingga membentuk suatu rangkaian komponen yang berhubungan satu sama
lain (Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI)

Unsur-unsur sistem :
a. Adanya kumpulan objek
b. Adanya hubungan atau interaksi antara unsur-unsur atau elemen-elemen
c. Terdapat sesuatu yang mengikat unsur-unsur tersebut menjadi suatu satu

kesatuan
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d. Berada pada suatu lingkungan yang utuh dan kompleks
e. Terdapat tujuan bersama(output) sebagai hasil akhir
Jenis-Jenis sistem :

a. Atas dasar keterbukaan
b. Atas dasar komponen
2.4 Pengertian Administrasi

Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau
lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan (Siagian:1973:50)

Administrasi sebagai ilmu pemikiran tentang kepemimpinan resmi
supremasi politik birokrasi yang timbul dari perbedaan antara fungsi politik dan
administrasi (Wilson:1987:66)

Ciri-ciri administrasi :

a. Adanya kelompok manusia yang terdiri atas 2 orang atau lebih
b. Adanya kerja sama

c. Adanya proses/usaha

d. Adanya bimbingan,kepemimpinan, dan pengawasan

e. Adanya tujuan

Jenis administrasi :

a. Administrasi publik

b. Administrasi lingkungan hidup
C. Administrasi negara

d. Administrasi niaga
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e. Administrasi pembangunan
f. Administrasi kependudukan
0. Administrasi keuangan

h. Administrasi pendidikan
2.5 Pengertian Pelayanan

Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam
interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau secara fisik, dan
menyediakan keputusan pelanggan (Sampara:2011:110)

Pelayanan adalah sebuah proses dari pemenuhan kebutuhan melalui
aktivitas orang lain secara langsung (Moenir:2005:85)

Dari defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan
karena menyangkut segala usaha yang dilakukan oleh seseorang di dalam rangka
untuk mencapai tujuan guna untuk bisa mendapatkan kepuasan di dalam hal

pemenuhan kebutuhan

2.5.1 Faktor yang mempengaruhi pelayanan

1) Bukti langsungMerupakan bukti nyata dari kepedulian dan perhatian yang
diberikan oleh penyedia jasa kepada konsumen

2) KeandalanMerupakan kemampuan perusahaan untuk melaksanakan jasa
sesuai dengan apa yang telah dijanjikan secara tepat waktu

3) KetanggapanDaya tanggap merupakan kemampuan perusahaan yang
dilakukan oleh langsung karyawan untuk memberikan pelayanan dengan

cepat dan tanggap
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4) JaminanJaminan merupakan pengetahuan dan perilaku employee untuk
membangun kepercayaan dan keyakinan pada diri konsumen dalam
mengkonsusmsi jasa yang ditawarkan

5) Empati Merupakan kemampuan perusahaan yang dilakukan langsung oleh
karyawan untuk memberikan perhatian kepada konsumen secara individu.

2.5.2 Fungsi dan tujuan pelayanan

Dengan memberikan kualitas pelayanan kepada konsumen harus berfungsi
untuk lebih memberikan kepuasan yang maksimal, karena itulah dalam
memberikan sebuah pelayanan harus dilakukan sesuai dengan fungsi dari
pelayanan. Tujuan umum diberikannya kualitas pelayanan yang baik adalah agar
konsumen merasakan kepuasan dan akan berdampak positif bagi perusahaan.

Jenis-jenis pelayanan :

a. Layanan fisik yang sifat nya pribadi sebagai manusia

b. Pelayanan administrasi yang diberikan oleh orang lain selaku anggota
organisasi (organisasi massa atau organisasi negara)

Pelayanan dapat dibagi oleh dua bagian :

Pelayanan internal (bahwa dalam organisasi terdapat proses pelayanan) yang

meliputi:

a. pelayanan vertikal, yakni pelayanan dari pimpinan/manjeman kepada unit
atau anggota organisasi

b. Pelayanan horizontal dan diagonal, yakni pelayanan dari unit/anggota

organisasi kepada unit atau anggota organisasi lain.
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Pelayanan eksternal, yaitu pelayanan organisasi kepada masyarakat atau
diluar organisasi kepada masyarakat atau diluar organisasi, dapat dibedakan
menjadi dua yaitu :

c. pelayanan makro/managerial, yaitu pelayanan dari organisasi kepada
masyrakat luas, organisasi yang tampilannya dapat diukur dari kualitas
manajemen organisasi yang bersangkutan.

d. Pelayanan mikro, yaitu pelayanan organisasi kepada masyarakat diluar
organisasi yang tampilannya dapat diukur dari kualitas tampilan fisiknya

2.6 Pengertian perizinan

Perizin merupakan suatu persetujuan dan penguasa berdasarkan undang-
undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari
perundang-undangan (Berge:2000:20)

Perizinan adalah suatu persetujuan dari penguasaan berdasarkan peraturan
perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan
tertentu yang secara umum dilarang. (Manan:2001:16)

Berdasarkan definisi pemaparan pendapat para pakar tersebut, dapat
disebutkan bahwa izin adalah perbuatan pemerintah persegi satu berdasarkan
peraturan perundang-undangan untuk ditetapkan pada peristiwa konkret menurut
prosedur dan persyaratan tertentu.

Ada beberapa unsur dalam perizinan, sebagai berikut:
Instrumen yuridis
Tugas kewenangan pemerintah tidak hanya untuk menjaga ketertiban dan

keamanan, tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum. Tugas dan wewenang
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pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang
samoai kini masih dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas ini kepada
pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturann, yang dari fungsi
pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa
individual dan konkre yaitu dalam bentuk ketetapan,sesuai dengan sifatnya.

b. Salah satu dari prinsip negara hukum adalah pemerintah berdasarkan peraturan
perundang-undangan. Dengan kata lain setiap tindakan hukum pemerintah, baik
dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan,harus didasarkan
pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Perbuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintah.
Sebagai tindakan hukum, maka harus ada wewenang yang diberikan oleh
peraturan perundang-undangan yang menjadi atau harus berdasarkan pada asas
legalitas. Tanpa dasar wewenang,tindakan hukum itu menjadi tidak sah. Oleh
karena itudalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah di dasarkan pada
wewenang yangg diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku
karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut ketetapan izin menjadi tidak sah.

c. Organ pemerintah

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintahan
baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Menurut sjahran basah, dari
penelusuran berbgai ketentuan penyelenggaraan pemerintah dapat diketahui bahwa
mulai dari administrasi negara tinggi (presiden) sampai dengan administrasi negara

terendah (lurah) berwenang memberikan izin, ini berarti terdapat aneka ragam
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administrasi negara ( termasuk instansinya) pemberian izin yanng didasarkan pada
jabatannya baik ditingkat pusat maupun daerah.

Terlepas dari beragamnya organ pemerintah atau administrasi negara yang
mengeluarkan izin, yang pasti adalah bahwa izin harus diambil oleh organ yang
berwenang. Dan hampir selalu yang terkait adalah organ-organ pemerintahan atau
administrasi negara. Dalam hal ini organ-organ pada tingkat penguasaan daerah.
Beragamnya organ pemerintah yang berwenang memberikan izin dapat
menyebabkan tujuan dari kegiatan yang membutuhkan izin tertentu menjadi
terhambat, bahkan tidak mencapai sasaran yang hendak dicapai. Artinya campur
tangan pemerintah dalam bentuk regulasi perizinan dapat menimbulkan kejenuhan
bagi pelaku kegiatan yang membutuhkan izin
d. Prosedur persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang
ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Disamping harus menempuh
persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah.
Atau pemberi izin,tujuan izin,dan instansi pemberi izin.

Syarat-syarat dalam izin bersifat konstitutiif dan kondisional. Bersifat konstitutif
karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang dipenuhi.
Artinya, dalam hal pemberian izin itu ditentukan dalam suatu pemberian konkret,
dan bila tidak dipenuhi dapat dikenakan sanksi. Bersifat kondisional, karena
penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan
atau tingkah laku yang di syaratkan iitu terjadi. Penentuan prosedur dan

persyaratan perizinan ini dilakukan secara sepihak oleh pemerintah. Meskipun
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demikian, pemerintah tidak boleh membuat atau menentukan prosedur dan
persyaratan sesuai kehendaknya sendiri secara sewenang-wenang. Tapi harus
sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perizinan
tersebut. Dengan kata lain pemerintah tidak boleh menentukan syarat yang
melampaui atas tujuan yang hendak dicapai oleh peraturan hukum yang menjadi
dasar perizinan bersangkutan. (soehino:1984:65)

e. Fungsi dan tujuan perizinan

Izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk
mempengaruhi para warga mau menngikuti cara yang dianjurkan guna mencapai
suatu tujuan yang konkret. Sebagaimana suatu instrumen izin berfungsi selaku
ujung tombak instrument hukum sebagai pengarah, perekayasa,dan perancang
masyarakat adil dan makmur. Hal ini berarti lewat izin dapat diketahui bagaimana
gambaran masyarakat adil dan makmur itu terwujud. Ini berarti persyaratan-
persyaratan yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam
memfungsikan izin itu sendiri. Apabila dikatakan bahwa izin itu dapat
difungsikan sebagai instrument pengendalian dan instrument untuk mewujudkan
yang adil dan makmur, sebagaimana yang diamanatkan dalam alinea keempat
Pembukaan UUD 1945, penataan dan pengaturan izin ini sudah semestinya harus
dilakukan dengan sebaik-baiknya

A. Bentuk dan isi izin Sesuai dengan sifatnya yang merupakan bagian dari

ketetapan izin selalu dibuat dalam bentuk tertulis.
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METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam menentukan penelitian, terlebih dahulu diketahui jenis penelitian
yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas di dalam penelitian
tersebut, sehingga memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam
proses analisis data.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu satu metode yang berusaha mencari dan
memperoleh informasi mendalam dari pada luas atau banyaknya informasi.

Data deskriptif adalah sebuah indikator bagi norma-norma dan nilai
kelompok serta kelakuan sosial lainnya yang menyebabkan perilaku manusia itu
sendiri. Sedangkan metode penelitian kualititaif adalah suatu pendekatan yang
juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data
dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang
ditempat penelitian
3.2 Kerangka Konsep

Kerangka konsep yang akan di deskripsikan dan di gambarkan dalam
penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan program sistem administrasi 0ss

sehingga membuat program tersebut berjalan dengan baik.
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Sebagai dasar pijakan yang jelas dan pengembangan teori, maka kerangka
konsep yang digambarkan dan disusun dalam sebuah model teoritis seperti

apa yang digambarkan dalam bagan pada halaman berikut ini :

Gambar 3.1

Kerangka Konsep Penelitian

Dasar Hukum Program Program Sistem

sistem administrasi OSS Administrasi OSS

dalam meningkatkan
(PP No. 24/2018)

pelayanan perizinan

l

Berjalannya Program
Sistem Administrasi OSS
dalam meningkatkan
pelayanan perizinan usaha

Masyarakat P I

3.3 Defenisi Konsep
Konsep adalah satuan arti yang memiliki sejumlah objek yang mempunyai ciri
yang sama, orang yang memiliki konsep mampu mengadakan abstraksi terhadap
objek-objek yang dihadapi nya sehingga objek-objek ditempatkan dalam golongan
tertentu (Bahri:2008:66)
Dari uraian diatas digunakan konsep pemikiran untuk mempersempit

pengertian yang akan diteliti.
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a. Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana
orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya, apabila
suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu,
biaya, maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif

b. Program adalah pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan
atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait, untuk mencapai suatu
sasaran yang sama. Biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatan yang
berada dibawah unit administrasi yang sama, atau sasaran-sasaran yang saling
bergantung dan saling melengkapi, yang semuanya harus dilaksanakan secara
bersamaan dan berurutan

c. Sistem adalah sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama
untuk melakukan suatu maksud, apabila bagian suatu rusak atau tidak dapat
menjalankan tugasnya maka maksud yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi
atau setidak-tidaknya sistem yang sudah terwujud akan mendapatkan gangguan

d. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-
keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilaksanakan
oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan
sebelumnya.

e. Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam
interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau secara fisik, dan

menyediakan keputusan pelanggan,
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f. Perizinan dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasaan
berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan
tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.

3.4 Kategorisasi Penelitian
Kategorisasi adalah upaya membuat identifikasi atau memilah-milah unit
secara jelas (Mustaqim:2017:15)

a. Adanya tujuan dalam pelaksanaan program oss
b. Adanya prosedur pelaksanaan yang jelas
c. Adanya sasaran yaitu masyarakat yang belum mendaftar izin usaha
d. Adanya tanggung jawab para pegawai dalam melaksanakan program 0ss
3.5 Narasumber

Narasumber merupakan sumber data atau informasi penelitian atau orang yang
menjadi sumber data atau informasi penelitian. Adapun kriteria narasumber
adalah memiliki posisi penting di instansi yang bersangkutan dan mengetahui
dengan baik permasalahan yang akan diteliti.
Adapun narasumber dalam penelitian ini sebanyak 4 orang y
akni :

a. Kepala seksi investasi dan penanaman modal

Nama . Eko Prasetyo S.H
Jenis Kelamin . Laki-Laki

Usia : 38 Tahun
Agama . Islam

b. Bidang Pengelolaan Data Dan Informasi
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Nama : Rahayu
Jenis Kelamin : Wanita
Usia : 35 Tahun
Agama : Islam

c. Subbag Keuangan dan Program

Nama : Poppy Dian Ariani Siregar, SH
Jenis Kelamin : Wanita

Usia : 28 Tahun

Agama : Islam

d. Front Office OSS

Nama : Rizka Utami
Jenis Kelamin : Wanita
Usia : 25 Tahun
Agama : Islam

3.6 Teknik pengumpulan data
Dalam Teknik ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data
dengan cara yakni :
3.6.1 Data primer
Data yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang telah ditentukan.
Langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara yaitu mengajukan
beberapa pertanyaan terhadap responden yang berkaitan dalam penelitian dengan

cara wawancara yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung
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secara lisan dalam dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara
langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.
3.6.2 Data sekunder

Pengumpulan data yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti

dan diperoleh dari buku,majalah,dan jurnal untuk mendukung penelitian ini.

3.7 Teknik analisis data

Analisis data merupakan proses memilih dari beberapa sumber maupun
permasalahan yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Sedarmayanti:2011)

Adapun teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
memaparkan situasi atau peristiwa. Penelitian ini bersifat deskriptif, cenderung
menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, proses dan makna lebih
ditonjolkan.

Penelitian deskriptif adalah penellitian yang dilakukan untuk mengetahui
nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat
perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain
(Sugioyono:2013:30)

Metode deskriptif ini merupakan metode yang bertujuan untuk mengetahui
sifat serta hubungan yang lebih mendalam antara dua variabel dengan cara
mengamati aspek-aspek tertentu secara lebih spesisfik untuk memperoleh data
tersebut diolah, dianalisis, dan di proses lebih lanjut dengan dasar teori-teori yang
telah dipelajari sehingga data tersebut ditarik sebuah kesimpulan.

Secara sistematis, analisi data dilakukan dengan tiga langkah, yaitu

sebagai berikut :
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a. Reduksi Data

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada
penyederhanaan data, pengabstrakan dari transformasi data besar yang muncul
dicatatan-catatan tertulis di lapangan.
b. Penyajian Data

Sebagai penyajian sekumpulan informasi sistematis yang memberi
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian
tersebut dapat berbentuk matrik,grafik,jaringan dan bagan.
c. Menarik Kesimpulan

Verifikatif dilakukan sejak permulaan, pengumpulan data, pembuatan
pola-pola, penjelasan konfigurasi yang mungkin. Dan alur sebab akibat serta
proporsisi.
Data disajikan berdasarkan fakta-fakta yang saling berkaitan yang dapat diambil
sehingga memberi gambaran yang jelas tentang Efektivitas Program Sistem
Administrasi Online Single Submission (OSS) Dalam Rangka Meningkatkan
Pelayanan Perizinan Usaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.

3.8 Lokasi dan waktu penelitian

Dalam penelitian ini lokasi atau objek penelitian adalah sangat penting
karena dijadikan sebagai suatu tempat untuk pengambilan data. Dalam penelitian
ini yang menjadi lokasi penelitian adalah di Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kota Binjai. Waktu penelitian ini dilaksanakan

dari bulan Maret 2019 sampai dengan selesai
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3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian
3..9.1 Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Kota Binjai :

Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia yang UU No. 23 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah dalam menjalankan roda pemerintahan di
daerahnya. Otonomi Daerah menciptakan ruang gerak yang lebih bebas dalam
membuat kebijakan dan peraturan daerah yang melibatkan pihak-pihak terkait
yang sesuai dengan pemahaman dan kebutuhan masyarakat masing-masing daerah
tersebut. Dengan otonomi daerah diharapkan terjadi peningkatan pelayanan publik

sekaligus memperbaiki kesejahteraan hidup masyarakat.

Eksistensi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Binjai sudah terbentuk dengan dua kali perubahan struktur organisasi dan yang
terakhir struktur organisasi dengan Peraturan Walikota Kota binjai Nomor 61
Tahun 2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota binjai. Sebagian tugasnya adalah melaksanakan tugas di
bidang teknis operasional pelayanan perizinan terpadu yakni memimpin,
mengawasi, mengkoordinasikan pelaksanaan proses pelayanan perizinan &
pelayanan non perizinan dari beberapa SKPD di Kota binjai dan
menyelenggarakan ketatausahaan, dengan prinsip koordinasi, integrasi,
sinkronisasi dan simplifikasi (KIS). Penjabaran dan prinsip KIS tersebut, pertama,
dimanifestasikan dalam bentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang

sejalan dengan kebijakan nasional. Kedua, yaitu integrasi dinyatakan dalam
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bentuk penyatuan dari seluruh SKPD yang terkait dalam satu tempat yaitu kantor
DPMPTSP. Yang ketiga, prinsip Simplifikasi dan Sinkronisasi dikonkritkan
dalam bentuk penyederhanaan prosedur yang dapat mereduksi waktu pengurusan

perizinan hingga sesedikit mungkin.

Meski keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (DPMPTSP) Kota Binjai dalam iklim yang kurang kondusif, karena adanya
“public image” dan “public distrust” terhadap birokrasi pemerintahan, apalagi
birokrasi pelayanan dengan aspek-aspek yang terkait “license & permit”. Namun,
suasana tersebut juga dapat dilihat sebagai suatu tantangan sekaligus peluang,
untuk mematahkan mitos bahwa birokrasi pelayanan perizinan Profil DPMPTSP
identic dengan serba berbelit-belit dan serba uang. Diawali dengan penyiapan dan
persiapan yang sangat cepat karena kuatnya dukungan Kepala Daerah, Legislatif
dan dari beberapa SKPD di Kota binjai, yang diperkuat dengan kebijakan
Walikota binjai untuk menjadikan DPMPTSP Kota binjai sebagai salah satu ikon
dalam pelayanan publik di Kota binjai, maka mitos tersebut mulai dapat
dipatahkan. Diawali dengan prinsip “biaya nihil” tidak adanya biaya sama sekali
dalam hampir semua perizinan yang diurus di DPMPTSP Kota binjai, kemudian
di adakan pendataan masukan-masukan dari masyarakat yang dapat dilihat dari
berbagai masukan, kritik dan saran melalui berbagai mekanisme komplain.
Setelah itu dilakukan kajian awal terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
yang dilakukan oleh internal DPMPTSP Kota binjai, Sekretariat Daerah Kota

binjai, dan Pihak Il terhadap kinerja dan unjuk kerja DPMPTSP Kota binjai.
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Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) harus benar-benar memegang prinip
pelayanan yang penuh kepastian (certainty), seperti kepastian biaya, tentunya akan
lebih murah dan seharusnya ada yang tidak perlu membayar karena sudah di
anggap bagian dari kewajiban pemerintah, khusus bagi masyarakat miskin sesuai
dengan paradigma pelayanan yang makin lama makin murah (cheaper), kepastian
waktu makin lama makin cepat (faster), pelaksanaan pelayanan harus dapat
diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Waktu yang dijanjikan
sebenarnya berkaitan erat dengan ketersediaan data dan dukungan instansi lain
yang terkait, oleh sebab itu Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), wajib
memanfaatkan teknologi informasi, semua data sudah diyakini sebagai database
untuk pelayanan, update data yang terkontrol, sistem online merupakan prasyarat

untuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Berawal dari kondisi eksisting tersebut di atas, maka para penyelenggara
pelayanan publik, khususnya pelayanan perijinan non perizinan di DPMPTSP
Kota Binjai harus mampu memberikan layanan yang lebih baik, sebagaimana
harapan masyarakat yang teridentifikasi dalam pemberian kritik dan saran.
Sehingga layanan “beyond expectation” (Melampaui Harapan) selalu dapat

diberikan oleh para “Service Provider” (Penyedia Layanan).

3.9.2 Sejarah Singkat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu Kota Binjai :

Awal mulanya disebut Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan

Penanaman Modal (KPPTPM) Kota binjai yang dibentuk berdasarkan Peraturan
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Daerah Nomor 5 tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan
dan Lembaga Teknis Daerah Kota binjai tanggal 20 Pebruari 2012 dengan

dilantiknya Kepala Kantor dengan jabatan Esselon I11A.

Selanjutnya Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
(KPPTPM) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah mengalami perubahan struktur
menjadi dinas dengan tipe A dan seorang Kepala Dinas dengan jabatan Esselon I,
selanjutnya disebutkan juga dalam pasal 4 bahwa Dinas Penanaman Modal dan
PelayananTerpadu Satu Pintu Kota binjai TIPE A mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Secara teori, birokrasi pemerintahan memiliki tiga fungsi utama, yaitu ;

1. Fungsi Pelayanan, berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang
berhubungan langsung dengan masyarakat (publicservice),

2. Fungsi Pembangunan, berhubungan dengan unit oganisasi pemerintahan
yang menjalankan salah satu bidang dan tugas tertentu di sektor
pembangunan (development function)

3. Fungsi Pemerintahan Umum, berhubungan dengan rangkaian kegiatan
organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum
(regulation andfunction) temasuk di dalamnya menciptakan dan memelihara

ketentraman dan ketertiban.
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Ketiga fungsi birokrasi pemerintahan tersebut menunjukan bahwa pelayanan
publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah cakupannya sangat luas yaitu
pelayanan yang menghasilkan public good, seperti jalan, jembatan, pasar dan lain-
lain, dan pelayanan yang menghasilkan peraturan perundang-undangan atau
kebijakan yang harus dipatuhi oleh masyarakat (fungsi regulasi), seperti Perizinan,

KTP, SIM dan lain-lain.

Dengan demikian, terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan public :

1. Unsur organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu Pemerintah Daerah;

2. Unsur penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau masyarakat atau
organisasi yang berkepentingan,

3. Unsur kepuasan vyang diberikan dan diterima oleh penerima layanan

(pelanggan).

Untuk lebih efektifnya upaya menarik investor ke daerah, maka Pemerintah
Daerah dituntut untuk memberikan Pelayanan Prima (Service Excelence). Strategi
yang memungkinkan untuk dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah dengan cara
memberikan keringanan pajak, menjamin keamanan, serta memberikan
kemudahan serta memperpendek jalur birokrasi untuk pengurusan izin / non izin
investasi. Untuk memperpendek jalur birokrasi dan mempermudah urusan maka
dapat dilakukan melalui sistem pelayanan satu pintu. Dengan cara seperti ini para
investor tidak lagi perlu untuk mengurus dengan mendatangi kantor-kantor yang
berbeda dan terpisah. Kota binjai pun mengubah struktur organisasi dan tata

kerjanya (SOTK) dengan mengeluarkan peraturan daerah.
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3.9.3 Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Kota Binjai :

Visi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Usaha Kota Binjai
adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode
perencanaan yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh
kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan
datang. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan Visi Kota Binjai 2016-
2020, dan berdasarkan dengan Peraturan Walikota Binjai Nomor 44 Tahun
2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai, maka ditetapkan Visi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota

Binjai yaitu :

TERWUJUDNYA PERIZINAN YANG BERKUALITAS DAN
PENINGKATAN INVESTASI DAN BERDAYA SAING MENUJU KOTA

Diharapkan dengan terumuskannya Visi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai tersebut, maka dapat menjadi motivasi
seluruh elemen pada kantor untuk mewujudkannya, melalui peningkatan kinerja
sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Puncak ukuran keberhasilan yang
dicita-citakan ditekankan pada meningkatnya kualitas pelayanan administasi
perizinan yang tepat waktu, jelas aturan mekanisme dan prosedur, mudah,

akuntabel dan transparan serta berorientasi kepada kebutuhan dan tuntutan
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masyarakat sehingga melalui perizinan yang berkualitas diharapkan akan mampu
berperan sebagai motor penggerak dalam peningkatan investasi di Kota Binjai

yang berdaya saing.

Adapun makna dari pernyataan dari Visi tersebut adalah :

1. Perizinan yang berkualitas, mengandung makna bahwa :

a. Proses penyelenggaraan pelayanan perizinan yang berbasis pada aspirasi,
keberhasilan dan harapan masyarakat yang di dukung dengan Aparatur Sipil
Negara (ASN) yang berkualitas dan profesional, sarana dan prasarana
pelayanan yang memadai serta didukung dengan sistem Pelayanan
Informasi dan Perizinan Investasi Sistem Elektronik (SPIPISE) dan Sisitem
Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu Elektronik (E-SIPPADU)

b. Waktu penyelesaian Perizinan dapat terukur dengan jelas dan tepat mulai
dari permohonan masuk sampai terbitnya keputusan perizinan sesuai dengan
batasan waktu yang telah ditentukan dalam Standar Operasional Prosedur
(SOP) untuk tiap jenis izin

c. Pelayanan perizinan dilakukan secara transparan terutama dalam
persyaratan yang sederhana, waktu penyelesaian yang singkat dan biaya
perizinan yang terjangkau serta penanganan pengaduan yang responsive
sehingga pengurusan perizinan akan lebih efektif dan efisiensi.

d. Produk perizinan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai memiliki kepastian

hukum dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel)
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2. Peningkatan Penanaman Modal yang berdaya saing, mengandung makna

a.

bahwa :

Kota Binjai harus memiliki kemampuan daya terik dan daya saing bagi para
investor atau penanam modal baik dari dalam maupun luar negeri untuk
meningkatkan penanaman modalnya di Kota Binjai secara berkelanjutan dan
berdaya saing dengan berbasis pada semua potensi sumber daya yang
dimiliki oleh Kota Binjai baik sumber daya alam, sumber daya manusia
maupun sumber daya lain yang mampu memberikan peluang berinvestasi
serta dapat dikelola secara baik dan ramah lingkungan.

Pelayanan perizinan yang diberikan kepada masyarakat atau dunia usaha
pada prinsipnya merupakan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi
pegang perizinan sehingga hal ini akan memberikan rasa aman dan tertib
dalam menjalankan usahanya dengan tidak merugikan atau membahayakan
bagi lingkungan disekitarnya.

Pelaksanaan pelayanan perizinan yang diberikan kepada masyrakat atau
dunia usah dapat berdaya saing dengan memberikan fasilitas atau
kemudahan-kemudahan dalam berinvestasi sehingga akan tercipta iklim

investasi yang kondusif di Kota Binjali.

3. Pelayanan perizinan yang diberikan akan sangat bermanfaat bagi dunia

usaha dan atau pemerintah, yaitu :

1. Manfaat perizinan bagi dunia usaha adalah sebagai berikut :

a. Merupakan ajang promosi sehingga memudahkan pemasaran

produknya.
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b. Untuk memperoleh kepastian usaha sehingga memudahkan perluasan
usaha dengan adanya penanaman modal dari pihak lain yang berminat.

c. Membuat manajemen perusahaan lebih sehat karena masyarakat diajak
berperan serta secara tidak langsung untuk mengawasi perusahaan.

d. Mendapatkan pembinaan dan dukungan pemerintah mengenai
permodalan dengan kredit prioritas, pameran produk, serta manajemen
usaha.

e. Memberikan kemudahan dalam kemitraan dan kerjasama usaha merger
dana kuisisi, serta penyertaan modal.

f. Terlindungi dari praktik usaha yang tidak jujur.

2. Manfaat perizinan bagi pemerintah adalah sebagai berikut :
1. Memudahkan pemerintah untuk mengikuti perkembangan dunia usaha
secara menyeluruh.
2. Memudahkan penetapan kebijaksanaan dan pengembangan usaha
dalam rangka :
a) Bimbingan, pembinaan dan pengawasan kegiatan perusahaan.
b) Penciptaan iklim usaha yang sehat dan tertib
c) Pengembangan usaha dalam rangka perkembangan ekonomi
nasional.
d) Sebagai bahan untuk menyusun kebijakan dibidang investasi, pasar
modal, perbankan/perkeditan dan hutang luar negeri pihak swasta di

masa mendatang.
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Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan
diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan
visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta dilandasi
oleh visi, maka misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Satu Pintu Kota Binjai adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (good Governance)
melalui peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dan profesional di
bidang penanaman modal dan perizinan

2. Mengembangkan iklim investasi yang kondusif melalui sistem informasi
pelayanan berbasis teknologi

3. Menciptakan inovasi pelayanan melalui sumber daya aparatur yang
handal, sarana dan prasarana penanaman modal dan pelayanan perizinan

4. Mendorong pertumbuhan perekonomian yang berdaya saing melalui
perizinan dan penanaman modal

d. Tugas pokok dan fungsi
Berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Tugas, fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai, bahwa Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman

modal dan pelayanan perizinan.
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Untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai mempunyai
fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis penanaman modal

2. Perumusan kebijakan teknis pelayanan perizinan

3. Pengkoordinasian dan pembinaan penanaman modal

4. Penyelenggaraan pendaftaran pengelolaan data dan pelayanan informasi

perizinan
5. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan
6. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan

tugas dan fungsinya

3.9.4 Tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai terdiri dari :

1. Kepala Dinas
Nama Kepala Dinas : Ismail Ginting, S.Pd. M.AP
Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan
urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu dan tugas pembantuan, dan mempunyai fungsi sebagali
berikut :
A. Perumusan kebijakan dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan
terpadu satu pintu
B. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan

terpadu satu pintu
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. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan

pelayanan perizinan terpadu satu pintu

. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman odal dan pelayanan

perizinan terpadu satu pintu dan

. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas

dan fungsinya
Sekretariat
Nama Sekretaris Dinas : Iman Siswanto, S.SOS

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris mempunyai tugas membantu dan
melaksanakan sebagian tugas administrasi kepegawaian, rumah tangga,
perlengkapan,  keuangan, penyusunan  program,  pembendaharaan,

mengkoordinasikan tugas-tugas bidang dan urusan umum lainnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud secretariat mempunyai fungsi

sebagai berikut :

a.

b.

Menyusun program dan rencana kerja

Mengkoordinir penyusunan rencana strategis satuan kerja perangkat (SKPD)
Mengkoordinir laporan kinerja (LK]j) dan perjanjian kinerja (PK)
Mengkoordinir penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Mengkoordinir penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja
Mengkoordinir penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Mengkoordinir urusan umum dan kepegawaian

. Mengkoordinir urusan pengelolaan keuangan dan aset dan



3.

39

Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas
dan fungsinya
Subbagian Umum dan Kepegawaian
Nama Subbag Umum dan Kepegawaian : Rosmala Pane. SH.

Subbagian Umum dan Kepegawaian yang dipimpin oleh Kepala Subbag
Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris di bidang

administrasi umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian Umum dan

Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :

a.

b.

4

Menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian

Mengelola urusan surat menyurat/ tata naskah dinas dan kepegawaian

. Mengelola administrasi umum

. Melakukan urusan pembinaan dan pengembangan pegawai dinas

Melakukan pelayanan administrasi kepegawaian dinas

Melakukan fasilitas penilaian prestasi kerja pegawai dinas sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku

Melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah dalam

penguasaan SKPD

. Melakukan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian umum dan
kepegawaian

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas
dan fungsinya

. Subbagian Keuangan dan Program
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Nama Subbagian Keuangan dan Program : Poppy Dian Ariani Siregar, SH
Subbagian Keuangan dan Program dipimpin oleh Kepala Subbagian
Keuangan dan program mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam bidang
administrasi keuangan dan program.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian Keuangan dan
Program mempunyai fungsi sebagai berikut :
. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan Subbagian keuangan dan
Program
. Menyusun rencana strategis satuan kerja perangkat daerah (SKPD)
. Menyusun laporan kinerja (LKj) dan perjanjian kinerja (PK)
. Menyusun indikator kinerja utama (IKU)
. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP)
. Menyusun Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja
. Melaksanakan urusan keuangan
. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas
dan fungsinya
Bidang Penanaman Modal
Nama Bidang Penanaman Modal : Hj. Eni Juliani, SE
Bidang Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dibidang Penanaman
Modal.
Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi

sebagai berikut :
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. Menyusun program dan rencana kerja dibidang Penanaman Modal

. Mengumpulkan dan mengolah data untuk menyusun program dan
melaksankan promosi dan investasi di dalam dan diluar negeri

. Melaksanakan pembinaan dan mengawasi pelaksanaan penanaman modal di
daerah

. Mengumpulkan dan mengolah data potensi daerah dengan berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

. Melaksanakan pemantauan, bimbingan dan pengawasan pelaksanaan
penanaman modal di daerah dengan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah
dan Pemerintah Provinsi

. Mengumpulkan dan mengolah data potensi daerah untuk dijadikan pedoman
dan acuan dalam pengambilan kebijakan dan petunjuk teknis di dalam
penanaman modal daerah

. Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dalam perencanaan pengembangan
kerjasama dalam dan luar negeri. Pemeberian rekomendasi pelayanan
perizinan, pengendalian pelaksanaan dan sistem informasi penanaman modal
kepada aparatur dan dunia usaha

. Berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat derah (SKPD) yang terkait
untuk merumuskan dan menetapkan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

penanaman modal dan

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

tugas dan fungsinya

. Seksi investasi dan Penanaman Modal
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Nama Seksi investasi dan Penanaman Modal : Eko Prasetio, SH

Seksi Investasi dan Penanaman Modal dipimpin Kepala seksi mempunyai

tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Penanaman Modal di

lingkup Investasi dan Penanaman Modal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Investasi dan

Penanaman Modal mempunyai fungsi :

a.

Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan seksi investasi dan
penanaman modal

Membuat bahan promosi tentang potensi daerah melalui media cetak,
brosur, maupun media elektronik

Merencanakan kegiatan misi promosi baik di dalam maupun di luar negeri
Mengkaji, merumuskan pedoman tata cara pembangunan dan
pengembangan sistem informasi penanaman modal skala kota
Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal
terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal pemerintah Kota
dan Pemerintah Provinsi

Mengumpulkan dan mengolah data potensi daerah untuk dijadikan
pedoman dan acuan dalam pengambilan kebijakan dan petunujuk teknis di
dalam penanaman modal daerah.

Melaksanakan  sosialisasi atas kebijakan dalam  perencanaan
pengembangan kerja sama dalam dan luar negeri, pemberian rekomendasi
pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan dan sistem informasi

penanaman modal kepada Aparatur dan dunia usaha
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h. Berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang terkait

untuk merumuskan dan menetapkan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang penanaman modal dan
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya
Seksi Pengembangan Kerja Sama dan Promosi
Nama Seksi Pengembangan Kerja Sama dan Promosi : Ir. Darwin Saragih
Seksi pengembangan Kerja Sama dan Promosi dipimpin oleh Kepala
Seksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang
Penanaman Modal di lingkup Pengembangan Kerja Sama dan Promosi.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi pengembangan

Kerja Sama dan Promosi mempunyai fungsi :

a. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan dibidang pengembangan

kerja sama dan promosi
. Melaksanakan sosialisasi tentang eksistensi bidang pengembangan kerja

sama dan promosi

. Mengendalikan pelaksanaan penanaman modal bidang pengembangan

kerja sama dan promosi

. Membuat profil investasi

. Memberikan informasi potensi daerah dalam rangka pengembangan kerja

sama dan promosi

. Mengadakan pameran dalam dan luar derah dan
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g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya

. Seksi Pembinaan dan Pengawasan

Nama Seksi Pembinaan dan Pengawasan : Eka Jaya Saputra, SH
Seksi pembinaan dan pengawasan dipimpin oleh Kepala Seksi

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Penanaman

Modal di lingkup Pembinaan dan Pengawasan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi pembinaan dan

pengawasan mempunyai fungsi :

a. Menyusun rencana program dan kegiatan

b. Melaksanakan sosialisasi tentang eksistensi bidang pembinaan dan
pengawasan

c. Melaksanakan pembinaan kepada pelaku usaha

d. Melaksanakan pengawasan untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan
penyimpangan

e. Memperoleh data perkembangan realisasi penanaman modal

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya

. Bidang Pelayanan Perizinan Usaha, Kesehatan dan Pendidikan

Nama Bidang Pelayanan Perizinan Usaha, Kesehatan dan Pendidikan : Dini

Gemala Sari, S.STP, MSP
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Bidang Pelayanan Perizinan Usaha, Kesehatan dan Pendidikan dipimpin
oleh Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala
Dinas di bidang pelayanan perizinan usaha, kesehatan dan pendidikan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Perizinan Usaha,
Kesehatan dan Pendidikan
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang pelayanan

perizinan usaha, Kehatan dan Pendidikan mempunyai fungsi :

o

Penyelengaraan pelayan perizinan di bidang usaha

b. Penyelenggaraan pelayanan perizinan di bidang kesehatan

c. Penyelenggaraan pelayanan perizinan di bidang pendidikan

d. Koordinasi pelayanan perizinan perekonomian di bidang usaha

e. Koordinasi pelayanan perizinan perekonomian di bidang kesehatan

f. Koordinasi pelayanan perizinan perekonomian di bidang pendidikan

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

tugas dan fungsinya

10. Seksi Pelayanan Perizinan Usaha
Nama Seksi Pelayanan Perizinan Usaha : Faisal Hany Army, SE

Seksi Pelayanan Perizinan Usaha dipimpin oleh kepala seksi mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
Usaha, Kesehatan dan pendidikan di lingkup pelayanan perizinan usaha.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi pelayanan

perizinan usaha mempunyai fungsi :
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a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan seksi pelayanan perizinan
usaha

b. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan,
pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelayanan perizinan di bidang
usaha

c. Menyusun konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai
pelayanan perizinan bidang usaha

d. Melakukan penyelenggaraan administrasi pelayanan perizininan di
bidang usaha izin gangguan, SIUP, TDP, usaha peternakan, TDI,
IUP2T, IUPP, usaha took modern, pariwisata

e. Melakukan pemeriksaan administrative dan teknis persyaratan perizinan
di bidanag usaha

f. Melakukan penertiban dan distribusi surat perizinan di bidang usaha

g. Melakukan koordinasi dalam rangka pelayanan perizinan usaha dengan
perangkat daerah terkait, baik secara berkala maupun incidental

h. Melakukan pengendalian pelayanan perizinan di bidang usaha

i. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pelayanan
perizinan usaha dan

J.  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya

11. Seksi Pelayanan Perizinan Kesehatan

Nama Seksi Pelayanan Perizinan Kesehatan : Risma Elisabeth, SKM
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Seksi Pelayanan Perizinan Kesehatan dipimpin oleh kepala seksi

mempunyai tugas Kepala Bidang dilingkup perizinan kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan

Perizinan Kesehatan mempunyai fungsi :

a. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan melakukan penyususnan
rencana kegiatan Seksi Pelayanan Perizinan Kesehatan

b. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman
dan petunjuk teknis mengenai pelayanan perizinan dibidang kesehatan.

c. Menyusun konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai
pelayanan perizinan dibidang kesehatan

d. Melakukan penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan di bidang
kesehatan meliputi :

Izin Rumah Sakit

- lzin klinik

- lzin praktek Laboratorium Klinik

- lzin Praktek Dokter

- lzin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik ( ATLM )
- lzin Praktek Bidan

- lzin Kerja Fisioterapis

- lzin Praktek Tenaga Gizi

- lzin Praktek Perawat

- lzin Kerja Refraksionis Optisien atau Optomentris

- lzin Kerja Radiograper
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- lzin Praktek Tukang Gigi

- lzin Praktek Apoteker

- lzin Apotik

- lzin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian

- lzin Terdaftar Pengobatan Tradisional

Izin Toko Obat Berizin

e. Melakukan pemeriksaan administrative dan teknis persyaratan perizinan
di bidang kesehatan

f.  Melakukan penertiban dan distribusi surat perizinan di bidang kesehatan

g. Melakukan koordinasi dalam rangka pelayanan perizinan di bidang
kesehatan dengan perangkat daerah terkait, baik secara berkala maupun
insidental

h. Melakukan pengendalian pelayanan perizinan di bidang kesehatan

i. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pelayanan

Perizinan Kesehatan dan

J.  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

tugas dan fungsinya
Seksi Pelayanan Perizinan Pendidikan
Nama Seksi Pelayanan Perizinan Pendidikan : Syarifah Liya Ulfa, SH

Seksi Pelayanan Perizinan pendidikan dipimpin oleh Kepala Seksi
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang pelayanan
Perizinan Usaha, Kesehatan dan Pendidikan lingkup pelayanan perizinan

pendidikan.
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Dalam melaksanakan tugasnya Kepala seksi Pelayanan Perizinan Pendidikan

mempunyai fungsi :

a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan Perizinan di
Bidang Pendidikan

b. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman
dan petunjuk teknis mengenai pelayanan perizinan dibidang pendidikan

c. Menyusun konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai
pelayanan perizinan dibidang pendidikan

d. Melakukan penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan dibidang
pendidikan

e. Melakukan pemeriksaan administratif dan teknis persyaratan perizinan di
bidang pendidikan

f.  Melakukan penertiban dan distribusi surat perizinan di bidang pendidikan

g. Melakukan koordinasi dalam rangka pelayanan perizinan di bidang
Pendidikan dengan perangkat daerah terkait, baik secara berkala maupun
incidental

h. Melakukan pengendalian pelayanan perizinan di bidang pendidikan

I. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pelayanan
perizinan dibidang pendidikan

J.  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya

13. Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan dan Lingkungan
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Nama Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan dan Lingkungan : Sofyan

Syahputra Siregar, S.STP. MAP
Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan dan Lingkungan dipimpin oleh

Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas

di bidang pelayanan perizinan pembangunan dan lingkungan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

Pembangunan dan Lingkungan mempunyai fungsi:

a. Penyelenggaraan pelayanan izin mendirikan bangunan

b. Penyelenggaraan pelayanan perizinan di bidang pembangunan reklame
dan lingkungan

c. Koordinasi pelayanan izin mendirikan bangunan

d. Koordinasi pelayanan perizinan di bidang pembangunan reklame dan
lingkungan

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya

Seksi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan

Nama Seksi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan : Amru Zuhri Harahap, ST
Seksi Pelayanan lIzin Mendirikan Bangunan dipimpin oleh Kepala Seksi

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pelayanan

Perizinan Pembangunan dan Lingkungan lingkup pelayanan izin mendirikan

bangunan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pelayanan

Izin Mendirikan Bangunan mempunyai fungsi:
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a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan lzin
Mendirikan Bangunan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi
sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan
Anggaran Dinas

b. Melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan,
pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelayanan izin mendirikan
bangunan.

c. Melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis
mengenai pelayanan izin mendirikan bangunan

d. Melakukan penyelenggaraan administrasi pelayanan Izin Mendirikan
Bangunan

e. Melakukan pemeriksaan administrative dan teknis Izin Mendirikan
Bangunan

f.  Melakukan penerbitan dan distribusi surat 1zin Mendirikan Bangunan

g. Melakukan koordinasi dalam rangka pelayanan Izin Mendirikan
Bangunan dengan perangkat daerah terkait, baik secara berkala maupun
incidental

h. Melakukan pengendalian pelayanan 1zin Mendirikan Bangunan

I. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang
Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan, dan

J.  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

15. Seksi Perizinan Pengelolaan Lingkungan
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Nama Seksi Perizinan Pengelolaan Lingkungan : Rosalina Br. Tarigan
Seksi Pelayanan Perizinan Pengelolaan Lingkungan dipimpin oleh Kepala
seksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang
Pelayanan Perizinan Pembangunan dan Lingkungan lingkup perizinan
pengelolaan lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Perizinan

Pengelolaan Lingkungan mempunyai fungsi:

a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Perizinan pengelolaan
lingkungan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan
penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas

b. Melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan,
pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelayanan peizinan pengelolaan
lingkungan

c. Melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis
mengenai pelayanan perizinan pengelolaan lingkungan

d. Melakukan penyelenggaraan administrasi perizinan pembangunan
reklame dan lingkungan:

1. lzin Lingkungan

- Analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL)

- Upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL)

- Upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL)

- Dokumen evaluasi lingkungan hidup (DELH)

- Dokumen pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
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- Surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL)
2. lzin pembuangan air limbah
3. lzin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun
(B3)

4. 1zin pemangkasan/ penebangan pohon penghijauan
5. lzin pemakaian lapangan merdeka.

e. Melakukan pemeriksaan administratif dan teknis perizinan pembangunan
reklame dan lingkungan

f. Melakukan penerbitan dan distribusi surat perizinan pembangunan
reklame dan lingkungan

g. Melakukan koordinasi dalam rangka pelayanan perizinan pembangunan
reklame dan lingkungan dengan perangkat daerah terkait, baik secara
berkala maupun incidental

h. Melakukan pengendalian perizinan pembangunan reklame dan
lingkungan

I. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi perizinan

pembangunan reklame dan lingkungan

J.  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

tugas dan fungsinya.
Seksi Perizinan Kontruksi dan Perhubungan
Nama Seksi Perizinan Kontruksi dan Perhubungan : Masdelima Pardosi,

S.SOS
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Seksi Pelayanan perizinan konstruksi dan perhubungan dipimpin oleh
Kepala seksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang
Pelayanan Perizinan Pembangunan dan Lingkungan Hidup Perizinan
Konstruksi dan Perhubungan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud kepala seksi perizinan

konstruksi dan perhubungan mempunyai fungsi:

a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan seksi perizinan konstruksi dan
perhubungan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan
penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas

b. Melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan,
pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelayanan perizinan konstruksi
dan perhubungan

c. Melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis
mengenai pelayanan perizinan kontruksi dan perhubungan

d. Melakukan penyelenggaraan administrasi perizinan konstruksi dan
perhubungan meliputi :

1.. 1zin Usaha Jasa Konstruksi ( lTUJK)

2. 1zin reklame

3. Izin Operasional Menara Telkom

4. 1zin Trayek
e. Melakukan pemeriksaan administratif dan teknis perizinan konstruksi dan

perhubungan
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f. Melakukan penerbitan dan distribusi surat perizinan konstruksi dan
perhubungan

g. Melakukan koordinasi dalam rangka pelayanan perizinan konstruksi dan
perhubungan degan perangkat daerah terkait, baik secara berkala maupun
incidental

h. Melakukan pengendalian perizinan konstruksi dan perhubungan

i. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi konstruksi
dan perhubungan

J.  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya

Bidang pengelolaan Data dan Informasi

Nama Bidang pengelolaan Data dan Informasi : Rahayu
Bidang pengelolaan Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala Bidang

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas bidang

pengelolaan data dan sistem informasi serta penanganan pengaduan dan

pengendalian.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (2), Bidang

pengelolaan Data dan Informasi mempunyai fungsi:

a. Penyelenggaraan penanganan pengaduan

b. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan

c. Penyelenggaraan pengelolaan data dan informasi
d. Koordinasi penanganan pengaduan

e. Koordinasi evaluasi dsn pelaporan
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f. Koordinasi pengelolaan data dan informasi

g. Mengkoordinir penyusunan laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

18. Seksi Penanganan Pengaduan

Nama Seksi Penanganan Pengaduan : Sri Juniarsih, S.SOS
Seksi Penanganan Pengaduan dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai

tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang pengelolaan dat dan

informasi berkenaan dengan penanganan pengaduan dibidang perizinan dan
non perizinan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala

Seksi Penanganan Pengaduan mempunyai fungsi:

a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan seksi penanganan pengaduan
bedasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan
Rencana Strategi serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas

b. Melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan,
pedoman dan petunjuk teknis penanganan pengaduan dibidang perizinan
dan non perizinan

c. Melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis
penanganan pengaduan di bidang perizinan dan non perizinan

d. Melakukan sosialisasi kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis tata cara

penanganan pengaduan di bidang perizinan dan non perizinan
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e. Melakukan penyuluhan dan pemberian informasi layanan perizinan,
advice planning serta pengelolaan dan operasionalisasi call center

f. Melakukan penanganan pengaduan

g. Melakukan klarifikasi dan koordinasi terhadap permasalahan pelayanan
perizinan dan non perizinan; dan

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Seksi Evaluasi dan Pelaporan

Nama Seksi Evaluasi dan Pelaporan : Rayu Ruli Wati Nainggolan, SH
Seksi Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai

tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang pengelolaan data dan

informasi lingkup evaluasi dan Pelaporan perijinan sesuai dengan standar

pelayanan serta menyiapkan pelaksanaan koordinasi tim teknis yang terdiri

dari penjabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai

kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.

a. Menyusun rencana kegiatan Seksi evaluasi dan pelaporan berdasarkan
program kerja

b. Mengkoordinasikan dan membuat pelaporan perkembangan pelayanan
perizinan dan non perizinan

c. Melaksanakan kegiatan pengevaluasian hasil perkembangan peayanan
perizinan non perizinan

d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada

bawahan
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e. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi tim teknis yang terdiri dari pejabat
Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai koperensi dan
kemampuan sesuai dengan bidangnya

f. Melakukan penyusunan laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM); dan

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

20. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi

Nama Seksi Pengelolaan Data dan Informasi : Rosniarti, S.SOS
Seksi Pengelolaan Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala Seksi

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengelolaan

Data dan Informasi lingkup pengelolaan data dan informasi perizinan dan non

perizinan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala

Seksi Pengelolaan Data dan Informasi mempunyai fungsi:

a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Subbidang pengelolaan Data
dan Sistem Informasi berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi
sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan
Anggaran Dinas

b. Melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis
mengenai pengelolaan data dan sistem informasi perizinan

c. Melakukan pengumpulan data, informasi, peraturan perundang-undangan
dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan data, dokumentasi dan

sistem informasi perizinan
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Melakukan perencanaan prosedur, mekanisme, dan persyaratan sebagai
dasar pelaksanaan untuk meningkatkan pelayanan perizinan secara
elektronik

Melakukan pembangunan dan pengembangan sistem informasi
manejemen perizinan

Melakukan koordinasi pengembangan sistem informasi manejemen
perizinan

Melakukan pengelolaan data perizinan dan non perizinan

Melakukan penyusunan database perizinan dan non perizinan dan
pemeliharaan database perizinan dan non perizinan

Melakukan penyajian informasi perizinan dan non perizinan

Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi
Pengolahan Data dan Informasi; dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

tugas dan fungsinya.
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3.9.5 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu



BAB IV

ANALISA HASIL PENELITIAN

4.1 Hasil Penelitian

Bab ini membahas dari menyajikan data yang telah diperoleh dari hasil
penelitian di lapangan atau dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang
diperoleh dengan cara tanya jawab atau wawancara dengan narasumber sehingga
memberikan gambaran yang jelas dan kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan
berdasarkan data yang diperoleh peneliti yang ada di lapangan melalui wawancara
secara langsung oleh beberapa narasumber di Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai terkait dengan Efektivitas
Program Sistem Administrasi OSS Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan
Perizinan Usaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Kota

Binjai.

Untuk mendukung perolehan data, selain data primer maka data sekunder
juga sangat membantu menjelaskan hasil wawancara terutama yang terkait dengan
tingkat karakteristik jawaban para narasumber. Selanjutnya hasil wawancara akan
diuraikan secara sistematis. Adapun penyajian data selanjutnya dengan langkah-

langkah dengan sebagai berikut :
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4.1.1 Deskripsi Narasumber
Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari pegawai Dinas
Penanaman Modal dan Pelayan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota
Binjai. Adapun keadaan narasumber sebagai berikut :
Table 4.1

Keadaan Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

No. Nama Jenis Kelamin
1. Eko Prasetyo, SH Laki-Laki
2. Rahayu Perempuan
3. Poppy Dian Ariani Siregar, SH Perempuan
4. Rizka Utami Perempuan
Jumlah 4 Orang

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2019 di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan

Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai

Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa narasumber berasal dari jenis

kelamin laki-laki dan perempuan dengan sebanyak 4 orang

4.1.2 Deskripsi hasil wawancara berdasarkan kategorisasi

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai yang berada di Jalan Jambi No. 3,

Rambung Baru, Binjai Selatan, Kota binjai, Sumatera Utara.
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Peneliti melakukan wawancara, melakukan observasi dan dokumentasi untuk
mengetahui kinerja pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama para
narasumber/ responden dilapangan, maka data dapat dianalisis satu persatu
tentang jawaban narasumber/responden sehingga dapat diperoleh rekapitulasi data
sebagai berikut :

4.1.3 Adanya Tujuan Dalam Pelaksanaan Program Oss

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Eko Prasetio,SH selaku Seksi
Investasi Dan Penanaman Modal pada hari Jum’at tanggal 3 Mei 2019 tentang
Tujuan Dalam Pelaksanaan Program Oss di Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai. Beliau mengatakan :
“Tujuannya adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar
perizinan usaha di kawasan Kota Binjai untuk mendukung terwujudnya izin usaha
yang produktif dan berkelanjutan. Program ini dilaksanakan di Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Perizinan Usaha yang secara fungsional program tersebut
diawasi oleh Peraturan Pemerintah karena kewenangan untuk setiap pelaksanaan
program pada satu perangkat daerah harus mendapat perizinan dari peraturan

pemerintah”.

Kemudian peneliti menanyakan kembali mengenai apakah pelaksanaan program
Oss ini sudah tercapai. Beliau mengatakan :“Sudah tercapai dan sudah

terlaksanakan tetapi semua itu harus sesuai prosedur dari pusat dan jika ada
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perubahan lagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Binjai akan mengikuti atau menyescuaikan aturan dari pusat”.

Kemudian peneliti menanyakan kembali mengenai Adakah Hambatan Dalam
Pelaksanaan Program OSS Saat ini. Beliau mengatakan “Sampai Saat ini masih ada
hambatan dalam pelaksanaan program OSS ini karena kurangnya pengetahuan
tentang internet terhadap masyarakat yang beberapa masih belum mengerti tentang
menggunakan internet untuk masuk ke aplikasi OSS dan jika masyarakat yg masih
belum mengerti menggunakan internet pihak Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai akan memberitahu caranya

agar pelaku usaha mengerti dalam menggunakan aplikasi OSS tersebut”.

4.1.4 Adanya Tata Cara Pelaksanaan (prosedur) Yang Jelas

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Poppy Dian Ariani Siregar,SH selaku
Sub Bagian Keuangan Dan Program pada hari Jum’at tanggal 3 Mei 2019 tentang
Bagaimanakah Prosedur Pelaksanaan Program OSS di Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai. Beliau mengatakan :
“Pengguna Usaha mengisi formulir dulu sebagai syarat untuk pendaftaran ke
website ptsp (pelayanan terpadu satu pintu). Setelah pemilik usaha mengisi
formulir kemudian pemilik usaha akan diarahkan untuk membuka website ptsp
(pelayanan terpadu satu pintu), lalu pemilik usaha mendaftarkan sendiri atau
mengisi username yang ada di akun tersebut. Lalu pemilik usaha diarahkan
kembali untuk untuk mengkonfirmasi akun yang telah di isi oleh pemilik usaha

tersebut ke Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
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Kemudian sebelumnya pemilik usaha harus mempunyai email terlebih dahulu
agar mempermudah proses pendaftaran OSS tersebut. Jika pemilik usaha sudah
selesai mengisi data yang telah di isi di kolom akun ptsp Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Perizinan akan mengirimkan password ke email si pemilik usaha
tersebut dan setelah itu akan aktif akun pemilik usaha tersebut. Lalu pemilik

usaha bisa megisi sendiri apa saja usaha nya”.

Kemudian peneliti menanyakan kembali Apakah Pelaksanaan Program OSS
Sudah Sesuai Dengan Prosedur Yang Telah Ditetapkan?. Beliau mengatakan :
“Prosedur pelaksanaan program OSS saat ini sudah efektif, tetapi sebenarnya
sistem OSS ini belum terlalu sempurna diakibatkan adanya perubahan sistem di
salah satu jaringan OSS saat mendaftar. Perubahan sistem itu akan muncul dalam
kurun waktu 2 hari bahkan bisa sampai seminggu paling lama dengan
ketiadabatasan jaringan dari pusat sehingga pemilik usaha harus menunggu untuk
memverifikasi akun oss tersebut. Maka dari itu pihak Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Perizinan Usaha Terpadu Satu Pintu Kota Binjai sebisa mungkin
akan mengupayakan akun pemilik pengguna usaha bisa secepatnya aktif kembali

tanpa adanya kendala apapun”.

Peneliti menanyakan kembali Apakah Prosedur Pelaksanaan Program OSS
Mempermudah Masyarakat Dalam Mendaftarkan Izin Usahanya?. Beliau
mengaakan : “Sangat mempermudah sekali, tetapi ada sebagian cara ptsp
medaftarkan usahanya secara manual seperti dulu tetapi tetap melampirkan berkas
ke Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Kembali lagi kepada pemilik usaha tersebut. Jika pemilik usaha tersebut
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memahami internet maka sangat mudah pemilik usaha untuk mengisi syarat
proses pendaftaran usahanya di oss tersebut. Jika tidak memahami cara
menggunakan internet maka tidak mudah si pemilik usaha mengisi syarat
pendaftaran yang ada di akun oss. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Perizinan akan terus membimbing proses pendaftaran usaha kepada pemilik usaha

jika pemilik usaha minim nya pengetahuan mengeni internet”.

4.1.5 Adanya Sasaran Yaitu Masyarakat Yang Belum Mendaftar Izin Usaha

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rizka Utami selaku Front Office OSS
pada hari Jum’at tanggal 3 Mei 2019 tentang Siapa Sajakah Yang Menjadi
Sasaran Program OSS?. Beliau mengatakan : “Setiap pelaku usaha terutama yang
menjadi target sasaran dalam program OSS ini. Setiap pelaku usaha wajib

membuka izin usahanya baik besar maupun kecil”.

Kemudian peneliti menanyakan kembali Apakah Sudah Dilakukan Sosialisai
Program OSS ini Kepada Masyarakat?. Beliau mengatakan : “Untuk kepada
masyarakat saat ini belum diadakannya sosialisasi tentang OSS ini. Dan saat ini
juga belum dikumpulkan masyarakat kota binjai bahwasannnya Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu membuka program OSS ini. Program
OSS ini sebelumnya dibuat dari Peraturan Pemerintah agar mempermudah pelaku

usah untuk mendaftarkan usahanya”.

Peneliti menanyakan kembali Apa saja Biasanya Yang Menjadi Faktor
Penghambat Dalam Pelaksanaan Program Oss? Beliau mengatakan : “Kurangnya

pengetahuan masyarakat dalam menggunakan internet. Dan tidak semua pelaku
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usaha memahami internet. Jika ada pemilik usaha yang memahami menggunakan
internet maka sangat mudah membimbing pelaku usaha dalam mengisi
persyaratan pendaftaran di akun OSS nya tersebut. Dan jika ada yang tidak
memahami menggunakan internet maka akan tetap terus dibimbing sampai pelaku

usaha mengerti mengisi persyaratan pendaftaran tersebut”.

4.1.6 Adanya Tanggung Jawab Para Pegawai Dalam Melaksanakan

Program Oss

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rahayu selaku Bidang Pengelolaan
Data Dan Informasi pada hari Jum’at tanggal 3 Mei 2019 tentang Apakah
Pegawai Yang Menjalani Program OSS Sudah Cukup Tersedia?. Beliau
mengatakan : “Sudah sangat tersedia dan sangat membantu pelaku usaha jika para
pelaku usaha ingin mendaftarkan usahanya. Dan itu salah satu tugas kita para
pegawai di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
untuk membantu proses pendaftaran usaha kepada pemilik usaha agar usahanya

kedepan tidak ada masalah atau kendala apapun”.

Kemudian peneliti menanyakan kembali Apakah Pegawai Sudah Melakukan
Tugasnya Dengan Efektif Dalam Mendaftarkan Izin Usaha Kepada Masyarakat
Yang Ingin Mendaftarkan Usahanya?. Beliau mengatakan :”Sudah sangat efektif.
Karena dasarnya itulah tugas para pegawai Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Perizinan Terpadu untuk membantu proses pendaftaran usaha sampai

benar-benar tuntas”.
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Peneliti menanyakan kembali Apakah Ada Pelatihan Khusus Kepada Para
Pegawai Dalam Melaksanakan Program OSS?. Beliau mengatakan :”Ada juga
pelatihan khususnya untuk pelaksanaan program oss ini. Jika ada informasi
tentang oss ataupun perubahan tentang oss semua itu dari arahan kantor pusat.
Jadi para pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Satu Pintu harus melakukan pelatihan khusus untuk menggunakan oss tersebut.

Setelah itu para pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu akan memberi tau kembali kepada para pelaku usaha jika ada

perubahan dalam program oss.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Adanya Tujuan Dalam Pelaksanaan Program Oss

Berdasarkan paparan diatas disimpulkan bahwa tujuan dalam pelaksaaan
program oss telah terlaksanan dengan baik. Untuk kendala dalam mencapai tujuan
dalam pelaksanaan program oss seminimal mungkin dihindari dan kendala paling
pokok mungkin untuk pengsingkronan data dari pusat terhadap pemilik usaha
yang ingin mendaftarkan usahanya di Dinas Penanaman Modal dan pelayanan
perizinan Terpadu Satu Pintu. Dan dalam mencapai tujuan program oss dilakukan
dengan cara meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar
perizinan usaha di kawasan Kota Binjai untuk mendukung terwujudnya izin usaha
yang produktif dan berkelanjutan. Tujuan dari adanya program oss sudah tercapai
sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Eko Prasetio, SH selaku Kepala

Seksi Investasi Dan Penanaman modal tentang apakah dalam pelaksanaan
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program 0ss ini sudah tercapai. Untuk pelaksanaan program oss di Dinas
Penanaman Modal Dan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sudah tercapai
dan sesuai data dengan cara persyaratan pelaksanaan nya. Pemilik usaha sudah
menerima manfaat yang diberikan pemerintah melalui program oss ini di Dinas

Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Seperti yang dikemukakan Westra (1985:17) bahwa pelaksanaan

Merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara

berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan.

4.2.2 Adanya Tata Cara Pelaksanaan (prosedur) Yang Jelas

Adanya tata cara pelaksanaan (prosedur) dalam pelaksanaan program OSS. Hal
ini dibenarkan oleh narasumber yaitu Poppy Dian Ariani Siregar,SH selaku Sub
Bagian Keuangan Dan Program mengatakan bahwa prosedurnya dimulai dari
mengisi  formulir dulu sebagai syarat untuk pendaftaran ke website ptsp
(pelayanan terpadu satu pintu). Setelah pemilik usaha mengisi formulir kemudian
pemilik usaha akan diarahkan untuk membuka website ptsp (pelayanan terpadu
satu pintu), lalu pemilik usaha mendaftarkan sendiri atau mengisi username yang
ada di akun tersebut. Lalu pemilik usaha diarahkan kembali untuk untuk
mengkonfirmasi akun yang telah di isi oleh pemilik usaha tersebut ke Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kemudian sebelumnya
pemilik usaha harus mempunyai email terlebih dahulu agar mempermudah proses
pendaftaran OSS tersebut. Jika pemilik usaha sudah selesai mengisi data yang

telah di isi di kolom akun ptsp Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan
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akan mengirimkan password ke email si pemilik usaha tersebut dan setelah itu
akan aktif akun pemilik usaha tersebut. Lalu pemilik usaha bisa megisi sendiri

apa saja usaha nya.

Kemudian dalam pelaksanaannya memiliki prosedur antara lain : Prosedur
pelaksanaan program OSS saat ini sudah efektif, tetapi sebenarnya sistem OSS ini
belum terlalu sempurna diakibatkan adanya perubahan sistem di salah satu
jaringan OSS saat mendaftar. Perubahan sistem itu akan muncul dalam kurun
waktu 2 hari bahkan bisa sampai seminggu paling lama dengan ketiadabatasan
jaringan dari pusat sehingga pemilik usaha harus menunggu untuk memverifikasi
akun OSS tersebut. Maka dari itu pihak Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Perizinan Usaha Terpadu Satu Pintu Kota Binjai sebisa mungkin akan
mengupayakan akun pemilik pengguna usaha bisa secepatnya aktif kembali tanpa

adanya kendala apapun.

Seperti yang dikemukakan Nuraida (2008:35) bahwa prosedur yaitu urutan
langkah-langkah atau pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan, dimana pekerjaan
tersebut dilakukan, berhubungan dengan apa yang dilakukan, bagaimana
melakukannya, bilamana melakukannya, dimana melakukannya, dan siapa yang

melakukannya.

4.2.3 Adanya Sasaran Yaitu Masyarakat Yang Belum Mendaftar Izin Usaha

Dengan diadakanya sebuah program akan ada yang menjadi sasaran dalam
proses kegiatan program oss ini. Berdasarkan pernyataan narasumber yaitu Rizka

Utami selaku Front Office OSS mengatakan bahwa Setiap pelaku usaha terutama
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yang menjadi target sasaran dalam program oss ini. Setiap pelaku usaha wajib

membuka izin usahanya baik besar maupun kecil.

Seperti yang dikemukakan tjandra (2008:10) bahwa sasaran merupakan suatu
perincian yang jelas dalam kegiatan manajemen guna memperoleh suatu cara,
teknik, metode yang sebaiknya dilakukan dengan sumber sumber yang akan di

dapat dan diperoleh dengan hasil yang sebesar-besarnya.

4.2.4 Adanya Tanggung Jawab Para Pegawai Dalam Melaksanakan

Program Oss

Pegawai di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu Kota Binjai memiliki tanggung jawab atas pekerjaan perorangan maupun
perkelompok atau organisasi berdasarkan hasil wawancara dengan lbu Rahayu
selaku Bidang Pengelolaan Data Dan Informasi mengatakan bahwa saat ini
tanggung jawab para pegawai dalam melaksanakan program oss ini sudah sangat
efektif. Karena dasarnya itulah tugas para pegawai Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Perizinan Terpadu untuk membantu proses pendaftaran usaha sampai
benar-benar tuntas. Segala yang berhubungan dengan masyarakat pemilik usaha
yang ingin mendaftarkan usahanya akan di data dan direkap sebagaimana harus
adanya tanggung jawab bagi pegawai yang terlibat. Jika ada informasi tentang 0ss
ataupun perubahan tentang OSS semua itu dari arahan kantor pusat. Jadi para
pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
harus melakukan pelatihan khusus untuk menggunakan OSS tersebut. Setelah itu

para pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
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Pintu akan memberi tau kembali kepada para pelaku usaha jika ada perubahan

dalam program oss.

Seperti yang dikemukakan Nawawi (2013:241) indikator kinerja digunakan
untuk meyakinkan bahwa kinerja hari demi hari organisasi atau unit kerja yang
bersangkutan menunjukkan kemajuan dalam rangka atau menuju tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana telah dibahas dalam materi pelajaran
untuk perencanaan strategis. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja sulit bagi
kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau ketidak keberhasilan)
kebijaksanaan/program/kegiatan dan pada akhirnya Kkinerja instansi atau unit

pelaksanaannya.



BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Setelah pelaksanaan penelitian berdasarkan hasil wawancara yang telah
dilakukan, penulis melengkapinya dalam penyajian dan pembahasan, maka
penulis akan menyimpulkan tentang adanya tanggung jawab para pegawai dalam
pelaksanaan program Online Single Submission (OSS) kepada para pemilik
usaha yang akan mendaftarkan usahanya Di Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Bahwa tujuan dalam pelaksanaan program OSS telah terlaksana dengan baik.
Walaupun masih terdapat kendala seperti kurangnya pengetahuan masyarakat
dalam menggunakan internet. Dan tidak semua pelaku usaha memahami
internet. Jika ada pemilik usaha yang memahami menggunakan internet maka
sangat mudah membimbing pelaku usaha dalam mengisi persyaratan
pendaftaran di akun OSS nya tersebut. Dan jika ada yang tidak memahami
menggunakan internet maka akan tetap terus dibimbing sampai pelaku usaha
mengerti mengisi persyaratan pendaftaran tersebut.

2. Adanya tata cara pelaksanaan (prosedur) yang jelas dalam pelaksaan program
OSS sudah baik karena sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dimulai dari

melakukan pendataan kemudian melakukan verifikasi data.
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3. Adanya target utama dalam program oss yaitu setiap pelaku usaha terutama
yang menjadi target sasaran dalam program oss ini. Setiap pelaku usaha wajib
membuka izin usahanya baik besar maupun kecil.

4. Adanya tanggung jawab pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu sudah sesuai dengan prosedur analisis beban
kerja dan evaluasi jabatan.

5.2 Saran
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dalam kesimpulan yang telah

dikemukakan tersebut terdapat beberapa saran terkait dengan hasil penelitian yang

telah dilakukan, sebagai berikut :

1. Tujuan dalam pelaksanaan OSS sudah terlaksana dengan baik namun masih
memiliki kendala yaitu seperti kurangnya pengetahuan masyarakat dalam
menggunakan internet. Dan tidak semua pelaku usaha memahami internet. Jika
ada pemilik usaha yang memahami menggunakan internet maka sangat mudah
membimbing pelaku usaha dalam mengisi persyaratan pendaftaran di akun oss
nya tersebut. Dan jika ada yang tidak memahami menggunakan internet maka
akan tetap terus dibimbing sampai pelaku usaha mengerti mengisi persyaratan
pendaftaran tersebut.

2. Tata cara pelaksanaan (prosedur) sudah berjalan dengan baik, dan diharapkan
sosialisasi terhadap SOP kemasyarakat atau pemilik usaha lebih ditingkatkan

lagi.
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3. Hasil kerja pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu sudah sesuai dengan yang diharapkan dan ada baiknya
terus dipertahankan.

4. Adanya tanggung jawab pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Perizinan Satu Pintu Kota Binjai dalam meningkatkan kedisiplinan kerja

pegawai .
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A. Adanya tujuan dalam pelaksanaan program OSS.
1. Apakah tujuan pelaksanaan program OSS ?
2. Apakah dalam pelaksanaan program OSS ini sudah berjalan dengan
maksimal ?

3. Apakah ada hambatan dalam pelaksanaan program OSS ?

B. Adanya prosedur pelaksanaan yang jelas.
1. Bagaimanakah prosedur pelaksanaaan program OSS ?
2. Apakah pelaksanaan program OSS sudah sesuai dengan prosedur yang

ditetapkan ?



3.

Apakah prosedur pelaksanaan program OSS mempermudah masyarakat

dalam mendaftar izin usahanya ?

C. Adanya sasaran yaitu masyarakat yang belum mendaftar izin usaha.

1.

2.

Siapa sajakah yang menjadi sasaran program OSS ?
Apakah sudah dilakukan sosialisasi program OSS ini kepada masyarakat ?
Apasaja yang menjadi factor penghambat dalam pelaksanaan program

0SS ?

D. Adanya kerja sama para pegawai dalam melaksanakan program OSS.

1.

2.

Apakah pegawai yang menjalani program OSS sudah cukup tersedia ?
Apakah pegawai sudah melakukan tugasnya dengan efektif ?
Apakah ada pelatihan khusus kepada pegawai dalam pelaksanaan program

0SS ?
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surat dar1 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai Nomor 070 - 449 tanggal 5 April 2019 perihal |
Rekomendasi Izin Riset, dengan ini kami berikan Izin Penelitian kepada:

Nama . Efrida Yanti Rangkuti |
NPM : 1503100044 |
Alamat :JIl.Palem 4 No.148 Blok 08 Medan |
Pekerjaan :  Mabhasiswi
Kewarganegaraan . Indonesia
Judul . Efektivitas Program Sistem Administrasi OSS Dalam
Meningkatkan Pelayanan Perizinan Usaha Di Kota Binjai
Peserta . Sendiri
Tempat Penelitian . Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu Kota Binjai
Lamanya 3 (tiga) bulan
Penanggung Jawab : Dr. Arifin Saleh, S.Sos, MSP

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu harus melapor dan berkonsultasi kepada Kepala
Badan/Dinas/Kantor/Instansi di tempat penelitian.

2. Harus mematuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku di wilayah Kota Binjai.

Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak ada kaitannya dengan tujuan penelitian.

4. Hasil lengkap penelitian sebanyak 2 (dua) set harus sudah diserahkan kepada Walikota Binjai (c.q.
Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kota Binjai) dan dalam bentuk format PDI ke
email litbang.bappedakotabinjai@gmail.com selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penelitian
selesai dilakukan.

5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan batal atau tidak mendapat izin dari Pemerintah Kota Binjai
apabila pemegang izin tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

6. Surat Izin Penelitian ini berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dikeluarkan,
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Demikian Surat Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bersediq mematuhi Dikeluarkan di Binjai
Ketenjugn Butir 1 s.d 6 pada tanggal 22 April 2019
An. WA A
)" RAH KOTA
Efrida Vanti Rangkuti |/ .
1
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NIR-8AN51 199711 1 001
Tembusan Yth.:
1. Bapak Walikota Binjai, sebagai laporan.
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai.
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai.
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.
5. Dekan Fakultas IImu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
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REKOMENDASI

Sehubungan dengan surat nomor : 440/KET/Il.3-AU/UMSU-03/F/2019 tanggal 25
Maret 2019 perihal tersebut diatas, kepada :

Nama . Efrida Yanti Rangkuti

NIM/NPM : 1503100044

Alamat : JI. Palem 4 No. 148 Blok 08 Medan

Pekerjaan : Mahasiswi

Judul . 7 Efektivitas Program Sistem Administrasi OSS Dalam
Meningkatkan Pelayanan Perizinan Usaha Di Kota Binjai”

Daerah : Dinas Penanaman modal dan Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu

Lamanya : 3 (tiga) Bulan

Penanggung Jawab : Dr. Arifin Saleh,S.Sos.,MSP.

Berkenaan dengan hal tersebut, pihak kami tidak menaruh keberatan dengan catatan
sebagai berikut :

a. Untuk Pengawasan diminta surat izin yang dikeluarkan oleh Walikota Binjai
supaya tembusannya diberikan kepada Badan Kesatuan Bangsa Politk dan
Perlindungan Masyarakat Kota Binjai

b. yang bersangkutan diwajibkan mematuhi ketentuan /peraturan yang berlaku dan menjaga
keamanan / ketertiban umum.

c. Selambat-lambatnya 1 ( satu ) Bulan setelah berakhir mengadakan Penelitian,
diwajibkan melaporkan hasilnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Binjai.

Demikian untuk dimaklumi.

Tembusan :

1. Bapak Walikota Binjai (sebagai laporan)

2. Kepala Bappeda Kota Binjai

3. Dinas Penanaman modal dan Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
4. Yang Bersangkutan

5. Arsip .
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